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1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal
15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7
tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan
peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan
perundangan tersebut merupakan political will dari pemerintah yang
diharapkanakan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan

dan keberdayaan masyarakat desa (Hasniati, 2016).

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan
secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa
(atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian
dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia
akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan
dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan
rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Beberapa kebijakan tersebut,
diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan
untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan

dan pemberdayaan masyarakat desa (Huri,2015).



Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar
kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang
diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap
desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah
yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam
anggaran desa. Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait
kebijakan ini, yang dibuktikan dengan disetujuinya anggaran dana desa sejumlah
Rp. 20,7Triliun dalam APBNP 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa yang
tersebar diseluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut
dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Selain menerima dana langsung dari
pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga dari transfer dana pusat
melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP
No0.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10%
dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi (DAK) (Karika,2012).

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam
2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap
yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD
kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan
ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap
pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien,
serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik
agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan
korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan
keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa (Kumalasari
Dan Riharjo,2016).



Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat kepala
desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk
mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana desa sebesar Rp. 20,7 Triliun yang
akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU
tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa
berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat
desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi
penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses
perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan
LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa
bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades

dalam memanfaatkan anggaran (Nafidah,2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur
pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No
113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan
secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran
(Lestari,2017).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang melibatkan pemerintah
desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam
kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban
tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah
satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan
kepada peraturan perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap

memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana (Romantis,2015).



Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan
pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak
daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam
Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang
bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%. ADD diberikan
olen pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang
diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana
tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-
masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta

jumlah angka kematian (Sutrawat,2016).

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti
bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui
proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat,
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Salah satu
aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur
dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem
akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya
adalah  terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional,
berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan
tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat

pelayanan, dan pertanggungjawaban public.



Berikut data anggaran di desa-desa Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way
Kanan provinsi Lampung pada tahun 2017 memperoleh anggaran dana desa dari
pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh desa-desa

di Kecamatan Rebang Tangkas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Rincian Pendapatan Dana Desa

No Nama Desa APBDesa

1 Desa Air Ringkih Rp. 1.263.775.760
2 Desa Beringin Jaya Rp. 1.132.792.280
3 Desa Gunung Sari Rp. 1.249.348.841
4 Desa Karya Maju Rp. 1.016.305.430
5 Desa Lebak Paniangan Rp. 1.237.061.930
6 Desa Madang Jaya Rp. 1.065.694.760
7 Desa Mulya Jaya Rp. 1.044.681.620
8 Desa Simpang Tiga Rp. 1.361.760.231
9 Desa Tanjung Raya Rp. 1.131.729.930
10 Desa Tanjung Tiga Rp.1.212.924.401

Sumber: Pemerintah Desa, 2017

Fenomena yang terjadi sekarang ini rata- rata pendapatan desa-desa di kecamatan
Rebang Tangkas mendapatkan dana diatas satu milyar rupiah, dana tersebut
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan
kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai satu milyar rupiah
per desa maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah
mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini
mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya
mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat
sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan
alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran

yang cukup besar dan dilakukan secara mandiri (http://waykanankab.go.id).



Penelitian Sugista, (2017). Yang berjudul pengaruh transparansi,akuntabilitas dan
partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini
menunjukkan terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi

masyarakat terhadap pembangunan desa.

Penelitian Romantis, (2015). Yang berjudul pengaruh akuntabilitas pengelolaan
alokasi dana desa di kecamatan panarukan kabupaten situbondo tahun 2014. Hasil
penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi

dana desa.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Huri, (2015). Yang berjudul Akuntabilitas
pengelolaan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di Desa
Sari kecamanatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi,2013. Hasil Penelitian ini
menunjukkan akuntabilitas pengelolaan pemanfaatan alokasi dana desa dalam
proses pembangunan di desa Sari berpengaruh positif. Perbedaan penelitian ini
dengan sebelumnya terdapat pada ruang lingkup, yang mana penelitian ini
terdapat pada Desa-Desa di Kecamatan Rebang Tangkas serta penelitian ini
terdapat pada periode 2017 dan penambahan variabel independen vyaitu
transparansi yang mana transparansi menurut Sugista,(2017) mengisyaratkan
bahwa Akuntabilitas/laporan pertanggungjawaban tahunan tidak hanya dibuat
tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah
adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis tertarik melakukan penelitian
berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa dan Transparansi
Terhadap Pembangunan Desa”(Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan
Rebang Tangkas Kabupaten Way kanan).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan

penulis sebagai berikut:



1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada desa-desa Kecamatan Rebang
Tangkas Kabupaten Way Kanan.

2. Objek pada penelitian ini adalah kepala desa beserta jajarannya pada desa-
desa di kecamatan Rebang Tangkas.

3. Penulis melakukan penelitian pada tahun 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini
adalah :

1. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa?

2.  Apakah alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa?

3. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap
pembangunan di desa-desa kecamatan rebang tangkas kabupaten way kanan.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh alokasi dana desa terhadap
pembangunan di desa-desa kecamatan rebang tangkas kabupaten way kanan.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap
pembangunan di desa-desa kecamatan rebang tangkas kabupaten way kanan.

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak

diantaranya:

1. Bagi Akademis
Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai
pengaruh akuntabilitas, alokasi dana desa dan transparansi terhadap pembangunan

desa-desa pada kecamatan rebang tangkas.



2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dapat memperbaiki kinerja yang diberikan kepada desa terkait dengan
pengaruh akuntabilitas, alokasi dana desa dan transparansi terhadap pembangunan

desa-desa pada kecamatan rebang tangkas.

3. Untuk Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat atau pihak-pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui pentingnya akuntabilitas, alokasi dana desa dan
transparansi terhadap pembangunan desa. Baik tidaknya sebuah desa ditentukan
dengan pengelolaan yang dilakukan oleh aparatur desa seperti pengelolaan alokasi
dana desa. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat lebih perduli dengan desa

dan memiliki minat untuk membangun desa menjadi lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka
disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi
serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika
penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

BAB | : PENDAHULUAN
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunanka latar belakang
masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : LANDASAN TEORI
Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan
umum mengenai variable dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran

teoritis, seta hipotesis penelitian.



BAB 11l : METODE PENELITIAN
Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variable yang digunakan dalam
penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel

yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab Keempat berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut

mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah di

lakukan penelitian.
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